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ABSTRAK 

 Husdin Buton (190104016), Dosen Pembibing I Dr. Ismail Rumadan, MH dan 

Pembimbing II Hasan M.Ag, Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru, Hukum Pidana Islam, Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2023. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru. Tipe penelitian 

Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 15 maret sampai dengan 

15 april 2023. 

 Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 Kapolsek 

Waplau, 2 Guru SMA Negeri 8 Buru, 2 Siswa SMA Negeri 8 Buru dan 1 Tokoh 

Masyarakat yang memenuhi indikator atau mampu memberikan informasi tentang 

fenomena yang diteliti dengan jelas dan mendalam. Dengan teknik pengumpulan data 

yaitu pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif yaitu 

sajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang pernah dijabarkan, alkisah 

pada bagian penutup ini dikemukakan sebagian kesimpulan terikat dengan hasil 

peneletian serta ulasan perihal ”usaha penguatan hukum  pemeran tawuran temani 

mahasiswi SMA Negeri 8 Buru” serta faktor-faktor pembendung dalam usaha 

penguatan hukum  para pemeran tawuran temani mahasiswi  selaku selanjutnya: 

Penerapan pembuktian Tindak Pidana Pelaku Tawuran di SMA Negeri 8 Buru 

dilaksanakan melalui beberapa pentahapan proses penyelidikan kasus dan dilanjutkan 

dengan proses penyelidikan terhadap pelaku tawuran dan terbukti bersalah dan 

penegakan hukum (polisi) dalam mencegah/mengatisipasi terjadinya tindakan 

tawuran melalui beberapa langkah antara lain: pembinaan kepada pelaku, 

pemberitahuan kepada pelajar agar tidak terjadi tawuran kembali. 

1. Penerapan pembuktian Tindak Pidana Pelaku Tawuran di SMA Negeri 8 Buru 

dilaksanakan melalui beberapa pentahapan proses penyelidikan kasus dan 

dilanjutkan dengan proses penyelidikan terhadap pelaku tawuran yang terbukti 

bersalah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar 

adalah salah paham antar pelajar, faktor kecemburuan antar pelajar, latar 

belakang beda desa, faktor minuman keras dan adanya masalah dari luar sekolah 

namun di bawa ke lingkungan sekolah.   

2. Upaya penegakan hukum (polisi) dalam mencegah/mengatisipasi terjadinya 

tindakan tawuran melalui beberapa langkah antara lain: pembinaan kepada 

pelaku, pemberitahuan kepada pelajar agar tidak terjadi tawuran kembali, upaya 

penegakan hukum diberikan kepada dua pihak, pihak sekolah dan kepolisian 

belum maksimal  karena tawuran antar pelajar masih terjadi. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tawuran dan Pelajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tawuran antara pelajar saat ini sudah menjadi masalah yang sangat 

mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Tawuran antar 

pelajar sekolah tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun 

terjadi di jalan-jalan umum, dan tak jarang terjadi pengrusakan fasilitas publik. 

Penyimpangan pelajar ini menyebabkan pihak sekolah, guru dan masyarakat yang 

melihat pasti dibuat bingung dan takut bagaimana untuk memarahinya, sampai 

akhirnya melibatkan pihak kepolisian.
1
 

Penyimpangan seperti kasus tawuran antar pelajar, menjadi kerusuhan yang 

dapat menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa disebut sebagai kenakalan remaja, 

namun sudah menjadi tindakan kriminal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 

bisa seorang pelajar melakukan tindakan yang ekstrem sampai menyebabkan 

hilangnya nyawa pelajar lain hanya karena masalah-masalah kecil. 

Tawuran antar pelajar bisa terjadi antar pelajar sesama satu sekolah, ini 

biasanya dipicu permasalahan kelompok, cenderung akibat pula berkelompok yang 

menyebabkan pengelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu misalnya, kelompok 

anak-anak nakal, rasa setia kawanan (solidaritas), jiwa premanisme pengelompokan 

                                                     
1
 Fuzia Rahawarin, “Peran Polres Pulau Ambon dan PP Lease Terhadap Tawuran antar 

Pelajar di Kota Ambon di Tinjau dari Hukum Islam, dalam Jurnal Tahkim, vol XI No 1 Juni 2015), 

hlm. 1-2 

1 
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tersebut lebih akrab dengan sebutan gank. Namun, ada juga tawuran antar pelajar 

yang terjadi antara dua kelompok beda sekolah.
2
 

Remaja disini merupakan salah satu fase yang paling rentan dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja 

memasuki fase pencarian jati diri
3
. Dalam proses pencarian jati diri ini remaja 

mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk 

menarik perhatian orang lain. Dan dalam fase inilah melakukan hal-hal baru yang 

menurut pandangan remaja sebagai suatu hal yang menantang dan memberikan 

sensasi tersendiri. Akhirnya tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke hal-hal yang 

bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, norma sosial dan norma hidup 

di masyarakat
4
. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan 

kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
5
 Oleh 

                                                     
2 Arist Sabam Sirait, “Tawuran Pelajar Semakin(www.tempo.co.) Diakses tanggal 12 

November. Jakarta. Meresahkan,” hlm. 13. 
3 Ramadina Savitri, Jurnal: “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar, 

Jurnal sdljkv, 2017 Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.” Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3. 
4 Ramadina Savitri. 2017. Jurnal: “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar 

Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.” Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3. 
5 Ibid. hlm. 8 
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karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan 

diskriminasi. 

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka dapat dinyatakan dapat 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif 

tergantung pada kepentingannya.
6
 

Masa remaja juga merupakan masa di mana perubahan cepat terjadi dalam 

segala bidang pada tubuh dari luar maupun dalam, perubahan perasaan, kecerdasan 

dan sikap sosial. Dalam perubahan sikap sosial, remaja-remaja tersebut sudah tidak 

lagi mengenal yang namanya norma-norma di dalam masyarakat yang keberadaannya 

merupakan sebagai pedoman, acuan dan patokan dalam hidup bermasyarakat yang 

akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang selalu berubah
7
. Pada masa 

tersebut juga merupakan masa goncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan 

tidak stabilnya emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan 

yang dimana oleh orang lain dinilai sebagai perbuatan nakal
8
. 

                                                     
6 Anzar G. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017). Hlm 

11-14. 
7 Wahyu Sasongko. 2013. Dasar Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Universitas 

Lampung. hlm. 11. 
8 Nandang Sambas. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional 

Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 3. 
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Istilah remaja bukanlah istilah resmi, dan tidak ada pengertian konkrit 

mengenai remaja. Hukum positif mengenal istilah anak, sebagaimana yang disebut 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 

ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”
9
, sementara Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang a 

quo menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”
10

. Undang-

Undang a quo mengkategorikan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak 

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana. 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa 

yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa 

dewasa. Berdasarkan World Health Organization (WHO), masa remaja berlangsung 

antara usia 10-20 tahun yang terdiri dari masa remaja awal (10-14 tahun), masa 

remaja tengah (14-17 tahun) dan masa remaja akhir (17-20 tahun)
11

. Masih menurut 

data WHO, 20% dari penduduk dunia adalah remaja. Sedangkan menurut pendapat 

lain, masa remaja (Adolescent) merupakan periode transisi perkembangan antara 

                                                     
9 Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 
10 Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 
11 Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

hlm. 9. 
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masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan 

biologis, kognitif dan sosio-emosional. 

Berdasarkan dalam penjelasan yang sudah di uraikan, dapat dikatakan rata-

rata usia remaja tersebut termasuk dalam kategori seorang pelajar. Yang dimana 

pengertian Pelajar sendiri adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar
12

. 

Dalam dunia pelajar sendiri banyak sekali penyimpangan atau kenalan yang di 

lakukan oleh pelajar, misalkan seperti perbuatan tawuran antar pelajar yang dimana 

pelajar-pelajar itu saling menyerang. 

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat 

dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau juvenile deliquency tawuran pelajar 

adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian 

tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar 

bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran 

memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun 

masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya 

yang dikemukakan oleh Alder. Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahas 

Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”
13

. Tawur adalah 

perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi 

antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan  

                                                     
12 http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/ di 

akses pada tanggal 15 April 2017 pukul 12.31 WIB. 
13  Selama 2012: 147 Kasus Tawuran, 82 Pelajar Mati Sia-Sia. Di kutib dari 

www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=13950 pada tanggal 16 April 2017 

pukul 13.13 WIB. 

http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/
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Berdasarkan data diatas, saat ini kondisi pelajar sangat mengkhawatirkan 

karena banyaknya penyimpangan yang mengakibatkan adanya pelangaran hukum. 

Oleh karena itu, perlu adanya penanganan mulai dari upaya penanggulangan tawuran 

antar pelajar sampai dengan penegakan hukum terhadap pelaku antar pelajar 

tersebut
14

. Kasus di atas adalah bukti dari efek buruk yang di timbulkan dari tawuran 

tidak hanya merugikan sendiri bagi pelaku ternyata tawuran dapat merugikan semua 

pihak, Dampak–damapak negatif akibat tawuran diantaranya yaitu : 

1. Kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran seperti luka- luka baik ringan maupun 

luka berat karena lemparan benda tumpul atau batu dan adu fisik dengan tangan 

kosong, 

2. Masyarakat sekitar tempat terjadinya tawuran, contohnya rusaknya rumah warga 

akibat pel ajar yang tawuran melempari batu dan mengenai rumah warga. 

3. Mengganggu kenyamanan pengendara jalan, karena tawuran banyak terjadi di 

pusat Kota dimana banyak aktivitas dari warga masyarakat. 

4. terganggunya proses belajar mengajar karena dengan adanya tawuran ini para 

pelajar tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran, ini di akibatkan rasa yang 

berkecamuk dalam dirinya seperti rasa takut, gelisah dan rasa ingin balas dendam 

yang mendorong diri mereka yang terlibat tawuran untuk mengabaikan proses 

pembelajaran atau membolos dan memilih untuk menyelesaikan perkara dengan 

jalan tawuran. 

                                                     
14 Akbar farid Naya, Tawuran Pelajar, (Lampung),2018,hlm 10 
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5. Menurunnya moralitas para pelajar kedua sekolah, ini diwujudkan secara nyata 

dengan mengutamakan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan konflik dan 

mengumbar kata-kata kotor sebagai luapan emosi. 

6. Hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa dan saling menghargai antar 

sesama pelajar.
15

 

 Berdasarkan hasil observasi yang di lakukakan di SMA Negeri 8 Buru, ada 

beberapa kasus yang di temui dan sering terjadi antara lain saling beradu mulut antara 

satu siswa dengan siswa yang lain sehingga menimbulkan masalah dan pada akhirnya 

terjadi tawuran antar pelajar sampai ke lingkunga masyarakat. Di kecamatan waplau 

tidak terlepas dari tawuran para pelajar yang mengakibatkan korban fisik maupun 

harta benda. Tawuran antar pelajar di kecamatan waplau hampir di pastikan setiap 

tahun terjadi antar siswa.
16

 

 Melihat pada data-data dan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa 

tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan 

secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya 

kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparatur penegak hukum untuk 

menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar 

tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar 

                                                     
15 Septian Bayu Rismanto, “Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah 

Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa timur”, Vol.2, No.1, 2013, hlm. 

9 
16 Hasil observasi di sekolah SMA Negeri 8 Buru, Kecamatan Waplau  
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pelajar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut 

dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran antar Pelajar di SMA Negeri 8 Buru, 

kecamatan Waplau? 

2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar SMA 

Negeri 8 Buru?  

C.  Tujuan Penilitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar 

pelajar. 

b. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap para pelaku tawuran antar pelajar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitiaan ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara umum bahwa pendidikan suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu 

keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu 

dengan yang lainnya untuk mengusahakan terlaksanakannya proses pendidkan secara 

optimal dan tercapainya tujuan Pendidikan. 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan 

pengetahuan dalam bidang hukum Pidana dan menjadi bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai 

permasalahan–permasalahan terkait tawuran pelajar yang dapat dikategorikan 

kedalam kenakalan remaja dan hukum pidana anak. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengukur 

kemampuan penelitin dalam menemukan suatu fenomena atau permasalahan sosial 

yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat serta menganalisanya. 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan 

dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, 

manfaat penilitian serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. 

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian penegakan hukum, 

pengertian remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 

III.  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan 

dan pengolahan data, serta metode analisi data. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriftif menggambarkan apa adanya 

yang terjadi di lapangan. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat tawuran dari 

aspek hukum pidana bagaimana cara penanganan kasus tawuran sehingga bisa 

memberikan efek jera, bagi pelaku dan mencegah yang lain untuk melakukan hal 

yang sama. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1) Observasi lapangan 

Observasi lapangan adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan 

pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

2) Wawancara mendalam 

3) Dokumentasi data atau catatan, gambar atau foto yang didapat di 

lapangan. 
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D. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan mengunakan teknik wawancara terhadap pihak terkait seperti anggota 

polsek, tokoh masyarakat, guru dan pihak korban terhadap penegakan hukum. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku 

tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material). 

Bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari: 

1). Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 

Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) 

dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. 

2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 

1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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3). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

5). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder (Secondary Law Material). 

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,
1
 terdiri dari 

buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan-bahan tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan. 

Memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat 

dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, 

seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di 

internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

E. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. 

Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai adalah: 

                                                     
1 Abdulkadir Muhammad. 2004. Loc. Cit. hlm. 82. 
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1. Kapolsek kecamatan waplau  : 1 Orang 

2. Guru SMA Negeri 8 Buru   : 2 Orang 

3. Siswa SMA Negeri 8 Buru   : 2 Orang 

4. Tokoh Masyarakat    : 1 Orang 

 Jumlah      : 6 Orang 

Trend sekuler adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam 

jangka waktu panjang yang diperoleh berdasarkan rata-rata perubahan dari 

waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Kekuatan Trend sekuler adalah  

suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang 

yang diperoleh berdasarkan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan 

nilainya cukup rata.  

Analisis data dilakukan dengan metode yang digunakan di gambar: 

a. Sajian data 

b. Verifikasi data 

c. Menarik kesimpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil 

peneletian dan pembahasan tentang “Upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

tawuran antar pelajar SMA Negeri 8 Buru” dan faktor-faktor penghambat dalam 

upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar sebagai 

berikut: 

1. Penerapan pembuktian Tindak Pidana Pelaku Tawuran di SMA Negri 8 Buru 

dilaksanakan melalui beberapa pentahapan proses penyelidikan kasus dan 

dilanjutkan dengan proses penyelidikan terhadap pelaku tawuran yang 

terbukti bersalah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran 

antar pelajar adalah salah paham antar pelajar, faktor kecemburuan antar 

pelajar, latar belakang beda desa, faktor minuman keras dan adanya masalah 

dari luar sekolah namun di bawa ke lingkungan sekolah.   

2. Upaya penegakan hukum (polisi) dalam mencegah/mengatisipasi terjadinya 

tindakan tawuran melalui beberapa langkah antara lain: pembinaan kepada 

pelaku, pemberitahuan kepada pelajar agar tidak terjadi tawuran kembali, 

upaya penegakan hukum diberikan kepada dua pihak, pihak sekolah dan 

kepolisian belum maksimal karena tawuran antar pelajar masih terjadi. 
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B. Saran 

Berdasarkan dengan penlitian yang penulis lakukan ada beberapa hal 

yang disarankan yaitu: 

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih tanggap dalam menangani kasus 

tindakan tawuran, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu 

laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi 

khusus dalam menangani kasus ini. 

2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan 

hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan 

menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan 

terhadap hukum. 

3. Perlunya menindak tegas oknum-oknu atau kelompok yang sering terlibat 

dalam melakukan kejahatan di kecamatan waplau dengan cara seperti itu 

maka selain memberikan jaminan rasa aman akan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. 
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Foto Bersama Staff Polsek    Wawancara Dengan Kesiswaan 

      Kecamatan Waplau   SMA Negeri 8 Buru 
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    Wawancara Dengan Guru BK           Wawancara Dengan 

SMA Negeri 8 Buru              Tokoh Masyarakat 

 

 

 

       
 

 Wawanacara Dengan          Wawancara Dengan Siswa 1 

    Kapolsek Waplau                SMA Negeri 8 Buru 
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